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KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
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BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Berbasis Akrual dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintah;

1. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1999  tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
44,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3823);

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan  Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

sebagaimana telah diubah  beberapa kali,  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan

Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13.Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2007  tentang

Pembagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

14.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor  19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Perautan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2011  tentang
Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor  13 Tahun 2011  tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  KEBIJAKAN  AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS
AKRUAL

BAB I
KETENTUAM UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Akuntansi  adalah  proses  identifikasi,  pencatatan.pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah/pemerintah daerah.

4. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

5. Kebijakan Akuntansi  Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,  dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi
kebutuhan  pengguna  laporan  keuangan  dalam  rangka  meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun

antar entitas.

6. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

7. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi  dan peristiwa itu terjadi,  tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

8. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

9. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian  yang  melengkapi  unsur  aset,  kewajiban,  ekuitas, pendapatan-
LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana  akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

10.Pengukuran adalah proses penetapan nilai  uang untuk mengakui  dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

11.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.



12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangai
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakya
Daerah.

13.Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  LRA  adalah
laporan yang  menyajikan  informasi  realisasi pendapatan-LRA,  belanja,

transfer, surplus/defisit-LRA,  pembiayaan,  dan  sisa  lebih/kurang
pembiayaan  anggaran,  yang  masing-masing  diperbandingkan  dengan

anggarannya dalam satu periode.

14.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  kenaikan  dan penurunan

SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.

15.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

16.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi  mengenai  seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas  pelaporan  yang  tercermin  dalam  pendapatan-LO,  beban  dan

surplus/defisit operasional  dari  suatu  entitas  pelaporan  yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

17.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

18.Laporan  Perubahan  Ekuitas  yang  selanjutnya  disingkat  LPE  adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri

dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

19.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE,
Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

20.Aset adalah  Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh
oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

21.Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat di identifikasi dan
tidak  mempunyai  wujud  fisik  serta  dimiliki  untuk digunakan  dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual

12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

!3. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

!4. Ekuitas Dana  adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.



25.Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke
dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

26.Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
pemda.

27.Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan
masyarakat.

28.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

29.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
dan pengeluaran pemerintah daerah.

30.Kewajiban adalah  utang yang timbul  dari  peristiwa masa lalu  yang
penyelesaiannya  mengakibatkan  aliran  keluar  sumber  daya  ekonomi
pemerintah daerah.

31.Laporan  Keuangan  Gabungan  adalah  suatu  laporan  keuangan  yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

32.Mata uang Asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.

33.Materialitas  adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang
dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau
besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus
dimana kekurangan atau salah saji terjadi.

34.Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melkukan transaksi wajar.

35.Pembiayaan (Financing} adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya,  yang  dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surflus anggaran.

36.Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas umum Daerah yang
menambah ekuitas  dana lancar  dalam periode  tahun anggaran  yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

37.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

38.Penyusutan adalah penyesuain nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas
dan manfaat dari suatu asset.

39.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.



40.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

41.Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke
rupiah pada kurs yang berbeda.

42.Sisa  lebih/kurang  pembiayaan  anggaran  (SILPA/SIKPA)  adalah  selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu
periode pelaporan.

43.Surplus/Defisit  adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja
selama satu periode pelaporan.

44.Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dan suatu periode pelaporan.

45.Koreksi  adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

BAB II
KETENTUAN KHUSUS

Pasal2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri atas:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

Pasal3

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi
sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Pasal4

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mengatur definisi,  pengakuan,  pengukuran,  penilaian  dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Pasal5

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.

Pasal6

Penyusunan  tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Bengkayang berbasis akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
31 Tahun 2013 masih berlaku sampai Tahun 2014 dan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual Tahun 2014 berlaku

mulai Tahun 2015.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 22 Se^enXî  2014

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
padatanggal %2>September  2014
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daerah adalah menyusun kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini

akan terkait dengan kebijakan-kebijakan penting yang dipilih sebagai bagian

dari  nsure dan prosedur akuntansi.

Kebijakan akuntansi menjelaskan dasar pengukuran dan pengakuan yang

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu juga akan

menjelaskan sampai sejauh mana kebijakan akuntansi tersebut berkaitan

dengan ketentuan- ketentuan masa transisi penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan, dan setiap kebijakan akuntansi

tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Secara umum tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan

dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan

antar periode. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berlaku bagi entitas

akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tapi tidak termasuk

perusahaan  daerah.  Para  pengguna perlu  membandingkan  laporan

keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk

mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas.  Oleh karena

itu,  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  harus diterapkan secara

konsisten pada setiap periode.

Suatu kebijakan akuntansi dapat dirubah apabila terjadi perubahan dalam

perlakukan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi yang antara lain

sebagai akibat dari:  perubahan basis akuntansi,  kriteria kapitalisasi,

metode, dan estimasi. Suatu perubahan akuntansi harus dilakukan hanya

apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh

peraturan perundangan atau  standar  akuntansi  pemerintahan yang

berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan  tersebut  akan

menghasilkan informasi  mengenai  posisi  keuangan, kinerja keuangan,

atau arus kas yang lebih relevan dan andal dalam penyajian laporan

keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Secara khusus, kebijakan akuntansi pemerintah daerah disusun dengan

tujuan sebagai acuan bagi:

1. penyusun laporan keuangan dalam menerapkan akuntansi terkait

dengan transaksi-transaksi keuangan yang ada;

2. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan

yang disusun oleh pemerintah daerah; dan

3. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang

disajikan pada laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan

implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  didasarkan pada Peraturan

Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi

Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual

Pada Pemerintah Daerah.  Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang

belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan  Standar

Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  akan  menjadi  rujukan perlakuan

akuntansi (accounting treatment) atas transaksi yang terjadi.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 Permendagri 64/2013 terdiri atas:

a.kebijakan akuntansi pelaporan keuangan

b.kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas  nsure-

unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian

pelaporan keuangan,  sedangkan kebijakan akuntansi akun mengatur

definisi,  pengakuan,  pengukuran,  penilaian  dan/atau  pengungkapan

transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:

a.pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP

b.pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.



B.  KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Kebijakan  akuntansi  pelaporan  keuangan  mengatur  tentang

penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum [general purpose financial

statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan

baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.  Laporan

keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan

termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan

peraturan perundang- undangan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,

kebijakan  akuntansi  ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam

rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan,

dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus

kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat  bagi  para pengguna  dalam membuat  dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan disusun

dengan  menerapkan  basis  akrual.  Pengakuan,  pengukuran,  dan

pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain,

mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas

akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu

pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD,

tidak termasuk perusahaan daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam

laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun

berdasarkan basis kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya



yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan  informasi  mengenai  posisi  sumber  daya  ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

2. Menyediakan informasi  mengenai  perubahan posisi  sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

4. Menyediakan  informasi  mengenai  ketaatan  realisasi  terhadap

anggaran yang ditetapkan;

5. Menyediakan  informasi  mengenai  cara  entitas  pelaporan

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan  informasi  mengenai  potensi  pemerintah  daerah

untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri

atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial,

sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1.  Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan  Realisasi  Anggaran  mengungkapkan kegiatan  keuangan

Pemerintah Daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD. Laporan

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan

unsure-unsur sebagai berikut:

a.Pendapatan-LRA;

b.Belanja;

c.Transfer;

d.Surplus/Defisit-LRA;

e.Pembiayaanjdan

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif

dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal;

b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d.Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

e.Lain-lain;dan

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

DIsamping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari

unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Laporan Operasional;

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO dari kegiatan operasional

b.Beban dari kegiatan operasional;

c. Surplus/deficit dari kegiatan non operasional;

d.Pos Luar Biasa; dan

e.Surplus/deficit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos :

a.Ekuitas awal;

b.Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutam;

c.Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara

lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi

kesalahan mendasar dari  persediaan yang terjadi  pada periode

sebelumnya dan perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset

tetap.

d.Ekuitas akhir.



5. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai

asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Daerah

mengklasifikasiskan asetnya dalam asset lancer dan non lancer serta

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan

jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan

bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban

pemerintah pada tanggal laporan.

6. Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan

transitoris.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara

lain adalah :

a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

b. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro;

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Informasi  tentang  dasar  penyusunan laporan  keuangan  dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi -transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada

lembar muka laporan keuangan;

f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi

pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan; dan



g.  Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang

tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap

entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

Pemerintah daerah perlu menyajikan kembali laporan keuangan

tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.

Penyajian kembali  laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi

karakteristik kualitatif keterbandingan dalam penyajian laporan keuangan

berbasis akrual tahun pertama. Penyajian kembali laporan keuangan dapat

dilakukan melalui konversi terhadap laporan keuangan perode sebelumnya

yang berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan berbasis

akrual.  Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 disebutkan bahwa pemerintah daerah menyajikan kembali

LRA, Neraca, dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan

SAP berbasis akrual.



C.  KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Di dalam kebijakan akuntansi ini akan dijelaskan hal-hal terkait

dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

akun-akun yang ada pada lembaran tnuka (face) laporan keuangan. Hal ini

penting karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis

pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan

keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup

memadai  untuk  dapat  mengindikasikan  aset  dan  kewajiban  yang

menggunakan basis pengukuran tersebut.  Dalam menentukan apakah

suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, pemerintah daerah harus

mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut  dapat  membantu

pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan

keuangan.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Aset

2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

5. Kebijakan Akuntansi Belanja

6. Kebijakan Akuntansi Transfer

7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

9. Kebijakan Akuntansi Beban

10.Kebijakan Akuntansi Koreksi



1.  Kebijakan Akuntansi Aset

Kebijakan  akuntansi  aset  mengatur  perlakuan akuntansi  aset

pemerintah  daerah  yang  meliputi  pengertian,  pengakuan,

pengukuran,  penyajian,  dan pengungkapan aset.  Kebijakan ini

diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah

daerah, tidak termasuk perusahaan daerah yang tujuannya adalah

untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan

informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan

keuangan.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. Aset

lancar meliputi  kas dan setara kas,  investasi jangka pendek,

piutang,  dan persediaan. Adapun aset nonlancar mencakup aset

yang bersifat jangka panjang,  dan  aset  tak  berwujud  yang

digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan

pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset

nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a.  Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di

bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintah daerah serta investasi jangka pendek

yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang

bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU), saldo

simpanan di bank  yang  setiap  saat  dapat  ditarik  atau

digunakan  untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau

simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah,

maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan
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untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung

kepada masyarakat (IPSAP 02). Dengan demikian, Kas terdiri

dari:

a) Kas di Kas Daerah;

b) Kas di Bendahara Pengeluaran;

c) Kas di Bendahara Penerimaan;

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu

investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan

menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek,

yaitu kurang dari 3 (tiga)  bulan  dari tanggal  perolehannya,

misalnya  deposito  dan investasi jangka pendek lainnya yang

sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.

Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila

terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs  tengah  Bank Indonesia  pada

tanggal neraca.(PSAP 01 paragraf69 dan IPSAP 01).

Pengakuan

Terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP

01, secara umum pengakuan aset dilakukan:

@ pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya

yang dapat diukur dengan andal;

@ pada  saat  diterima  atau  kepemilikannya  dan/atau

kepenguasaannya berpindah.

Atas dasar butir kedua tersebut dapat dikatakan bahwa

Kas  dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas

diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
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Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara

lain:

@ rincian dan nilai  kas yang disajikan dalam laporan
keuangan;

@ rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum

daerah namun merupakan kas transitoris yang belum

disetorkan ke pihak yang  berkepentingan,  seperti

PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas

Negara,  Iuran  Tunjangan  Kesehatan/Taspen/Taperum

yang belum disetorkan dan Iain-lain.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan,  ditujukan  dalam  rangka

manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual

investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko

rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka

pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi

pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga

pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka

pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok

investasi jangka pendek antara lain adalah:

a) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka

mengendalikan  suatu badan usaha, misalnya pembelian

surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham

pada suatu badan usaha;
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b) Surat berharga  yang dibeli  pemerintah daerah untuk

tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan

pihak lain,  misalnya  pembelian  surat  berharga  yang

dikeluarkan oleh suatu lembaga  baik  dalam  negeri

maupun  luar  negeri  untuk menunjukkan partisipasi

pemerintah daerah; atau

c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan

dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka

pendek, antara lain terdiri atas:

a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas)

bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat

diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12

bulan;

b) Surat Utang Negara (SUN); dan

c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengukuran

@ Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito
tersebut.

@ Surat Utang Negara (SUN)  dicatat dengan nilai pasar

sebagai dasar  penerapan  nilai  wajar  karena  terdapat

pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

@ Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar

sebagai dasar  penerapan  nilai  wajar  karena  terdapat

pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi  investasi jangka  pendek dapat

diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
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@ manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di

masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek

tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

@ nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat

diukur secara  memadai  {reliable)  karena  adanya

transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung

dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya

perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang

investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan

hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo,

maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi

yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa

bunga  deposito,  bunga obligasi, dan deviden tunai (cash

dividend)  diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan

(Pendapatan Asli Daerah).

Penyajian dan Pengungkapan

@ Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki

pemerintah daerah.

@ Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh

pemerintah daerah.

@ Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada).

@ Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan

dan penyebab penurunan tersebut.

@ Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi

investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset

tetap, aset lain- lain dan sebaliknya (jika ada).
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3) Piutang
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan

akun standar, piutang dibagi menjadi:

a)  Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa

yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang

Akuntansi  Piutang -  PP No.  24 Tahun 2005,  yang

dibedakan menjadi:

> Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/

pungutan pendapatan daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/

pungutan pendapatan daerah adalah hak  pemerintah

daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul

antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan

Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang

Retribusi,  serta peraturan daerah yang berlaku di

pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD

yang Sah. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang-

PP No. 24 Tahun 2005).

> Piutang berdasarkan perikatan perjanjian

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang

timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman,

transaksi jual  beli,  kemitraan dengan pihak lain,
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pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya

transaksi  dibayar  dimuka.  Piutang  berdasarkan

perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan

Keuangan,  Piutang Hibah,  dan Piutang Pendapatan

Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang -

PP No. 24 Tahun 2005).

> Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah

hak  suatu  entitas  pelaporan  untuk  menerima

pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat

peraturan perundang- undangan.  Piutang  ini  dapat

timbul  sebagai  akibat  perbedaan waktu antara

timbulnya  hak  tagih  dan  saat  dilaksanakannya

pembayaran  melalui  transfer.  Jika  pada saat

tanggal  laporan keuangan suatu hak transfer yang

seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas

pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas

pelaporan tersebut  akan mencatat  timbulnya hak

untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis  piutang  ini  antara  lain  Piutang  Transfer

Pemerintah Pusat seperti  Piutang Bagi  Hasil  Pajak,

Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Piutang Dana

Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Alokasi  Khusus

(DAK);  Piutang  Transfer  Pemerintah  Pusat- lainnya

seperti Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk

Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Papua dan

Provinsi  Papua  Barat,  Piutang  Dana  Penyesuaian,

Piutang Dana Insentif Daerah (DID), Piutang Transfer

Pemerintah  Daerah  seperti  Piutang  Bagi  Hasil

Pajak/Bukan Pajak Provinsi, Piutang Pendapatan Dana
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Hibah dan Piutang Pendapatan Dana Darurat;  (PSAP

01  paragraf  8,  Buletin  Teknis  06  tentang

Akuntansi Piutang-PP No. 24 Tahun 2005, PMK No. 238

Tahun 2011  tentang  PUSAP  Bab  Bagan  Akun

Standar Pemerintah Daerah).

b)  Piutang Lainnya

Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi

Piutang, Piutang Lainnya  berdasarkan  peristiwa  yang

mendasari dapat dibedakan menjadi :

>  Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang

terjadi  karena adanya peristiwa yang menimbulkan

hak tagih  yang  disebabkan  karena  pelaksanaan

tuntutan  ganti  rugi  yang  telah  diputuskan/

ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang  sesuai

ketentuan  perundang-undangan yang berlaku karena

adanya  kerugian  negara/daerah  seperti  Piutang

Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

> Piutang berdasarkan peristiwa lainnya

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya,  adalah hak

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang

terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di

atas. Piutang ini meliputi  Bagian  Lancar  Tagihan

Jangka  Panjang,  Bagian Lancar Tagihan Pinjaman

Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar

Tagihan Penjualan Angsuran,  Uang Muka Belanja,

Beban dibayar Dimuka dan Uang Muka yang Harus

Dipertanggungjawabkan.
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Pengukuran

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu

sebesar nilai rupiah piutang. Pengukuran piutang secara lebih

rinci dapat diuraikan sesuai dengan jenis piutang seperti telah

dijelaskan di atas.

a)  Piutang Pendapatan

Berkaitan  dengan  pengukuran,  Piutang  Pendapatan

dibedakan berdasarkan:

> Peraturan penindang-undangan/ pungutan

pendapatan daerah

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-

undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan

dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum

dalam tagihan. Secara umum, unsur utama piutang

karena ketentuan perundang-undangan ini  adalah

potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena

pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh

wajib  setor.  Oleh  karena  setiap  tagihan  oleh

pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah

piutang  yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar

nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan

yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari

peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

@  Untuk metode official assessment dicatat sebesar

nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan:

dari  setiap  tagihan  yang  ditetapkan

berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang

diterbitkan;
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dari  setiap  tagihan  yang  telah  ditetapkan

terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib

Pajak yang mengajukan banding;

dari  setiap  tagihan  yang  masih  proses

banding atas keberatan dan belum ditetapkan

oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

@ Untuk  metode  self assessment  dicatat  sebesar

pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan

sepanjang  nilainya  dapat  diukur  secara  pasti

termasuk didalamnya piutang yang muncul karena

adanya penundaan atau pembayaran berkala.

@ Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

(net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur

dalam  undang-undang  tersendiri  dan  kebijakan

penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh

pemerintah daerah dalam kebijakan akuntansi ini.

> Perikatan peijaqjian

Pengukuran  piutang  yang  terjadi  karena  adanya

perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

@ Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah

yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/ atau apabila

berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar

pada tanggal pelaporan atas  barang/jasa tersebut.

Apabila  dalam "naskah perjanjian pinjaman diatur

mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee,

dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada

akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga,

denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya lainnya

pada periode berjalan yang terutang (yang belum

dibayar) pada akhir periode pelaporan.
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A.  PENDAHULUAN

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam

Negeri  Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada Pemerintah  Daerah,  Kebijakan

Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan dan praktik-praktik  spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan,

sedangkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,

dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan

menyajikan laporan  keuangan  pemerintah daerah untuk memenuhi

kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,  antar periode

maupun antar entitas. Sesuai dengan definisi tersebut, kebijakan akuntansi

merupakan bagian dari  nsure dan prosedur akuntansi yang dipilih oleh

pemerintah daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian LKPD.

Sistem adalah suatu rangkaian prosedur-prosedur yang saling berhubungan

dan disusun sesuai kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau

fungsi  dari organisasi.  Adapun prosedur adalah suatu urut-urutan

pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu

bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya keseragaman terhadap

perlakuan transaksi-transaksi organisasi yang sering terjadi  (berulang-

ulang).  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  64  Tahun 2013,  Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah

rangkaian  sistematik  dari  prosedur,  penyelenggara,  peralatan  dan

elemen lain untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak  analisis

transaksi  sampai  dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi

pemerintahan daerah. Terkait dengan hal  tersebut,  maka  untuk dapat

menyusun  nsure  dan  prosedur  akuntansi pemerintah daerah

berbasis akrual, maka hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah
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@ Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai

naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum

dibayar) pada akhir  periode  pelaporan.  Apabila  di

dalam  perjanjian dipersyaratkan adanya potongan

pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar

nilai bersihnya.

@ Piutang  dari  kemitraan  dicatat  berdasarkan

ketentuan-  ketentuan yang dipersyaratkan dalam

naskah perjanjian kemitraan.

@ Piutang  dari  pemberian  fasilitas/jasa  dicatat

berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan

oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan,

dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang

telah diterima.

@ Piutang  Transaksi  dibayar  di  muka  dicatat

berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan

atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan

pemerintah daerah, dikurangi dengan uang muka

yang telah dibayar pemerintah daerah.

>  Transfer Antar Pemerintahan

Pengukuran  Piutang  Pendapatan  Transfer  antar

Pemerintahan adalah sebagai berikut:

@ Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya

Alam dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang

ditetapkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

@  Piutang Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah

yang belum  diterima,  dalam  hal  terdapat
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kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah;

@ Piutang  Dana  Alokasi  Khusus  dicatat  sebesar

klaim  yang telah diverifikasi dan disetujui oleh

Pemerintah Pusat;

@ Piutang Dana Penyesuaian dicatat sebesar jumlah

yang belum  diterima,  dalam  hal  terdapat

kekurangan  transfer Dana  Penyesuaian  dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

@ Piutang Dana Insentif Daerah (DID) dicatat sebesar

jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat

kekurangan  transfer  Dana Insentif  Daerah  dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

@ Piutang Bagi  Hasil  Pajak/Bukan Pajak  Provinsi

dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam

hal  terdapat  kekurangan  transfer  Bagi  Hasil

Pajak/Bukan Pajak dari  Pemerintah Provinsi  ke

Pemerintah Kabupaten/Kota.

r Lain-Lain Pendapatan yang Sah

@ Piutang Pendapatan Hibah dicatat sebesar jumlah

yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan

transfer  pendapatan  Hibah  berdasarkan  Naskah

Perjanjian Hibah (NPH);

@ Piutang Pendapatan Dana Darurat dicatat sebesar

jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat

kekurangan transfer pendapatan Dana Darurat dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

2)



b)  Piutang Lainnya

Piutang Lainnya dibagi berdasarkan:

> Peristiwa tuntutan ganti rugi

Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa tuntutan

ganti rugi dilakukan dengan :

@ mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang

jatuh tempo  dalam tahun berjalan  dan  yang

akan  ditagih dalam 12  (dua  belas)  bulan ke

depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian

yang telah ditetapkan;

@ mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai

yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan

berikutnya.

> Peristiwa lainnya

Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa lainnya

dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum

dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-

bukti yang belum disahkan/ dipertanggungjawabkan.

Pengakuan

Sesuai dengan jenisnya,  maka pengakuan piutang dapat

diuraikan sebagai berikut:

a)  Piutang Pendapatan

Pengakuan Piutang pendapatan berdasarkan:

> Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan

daerah

Piutang  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-

undangan dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi

kriteria:
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@ telah diterbitkan surat ketetapan  berupa  Surat

Ketetapan  Pajak  Daerah  atau  Surat  Ketetapan

Retribusi Daerah; dan/atau

@ telah  diterbitkan  surat  penagihan  dan  telah

dilaksanakan penagihan.

>  Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai

piutang, apabila memenuhi kriteria:

@ harus  didukung  dengan  naskah  perjanjian

yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

@ jumlah piutang dapat diukur;

@ telah  diterbitkan  surat  penagihan  dan  telah

dilaksanakan penagihan;

@ belum  dilunasi  sampai  dengan  akhir  periode

pelaporan.

@ Piutang  Transfer  antar  Pemerintahan  dapat

diakui apabila memenuhi kriteria berikut:

@ Piutang  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Pajak  dan

Sumber  Daya Alam, diakui apabila telah diterima

alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber

Daya  Alam  yang  ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Keuangan.

@ Piutang Dana Alokasi Umum, diakui apabila telah

diterima  alokasi  Dana  Alokasi  Umum  yang

ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

@ Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), diakui apabila

telah diterima  alokasi  Dana  Alokasi  Khusus

(DAK)  yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan.

@ Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi,

diakui apabila telah diterima alokasi  Bagi Hasil
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Pajak/Bukan  Pajak  yang  ditetapkan  dalam

Peraturan Gubernur.

>Lain-lain  Pendapatan yang Sah dapat diakui  bila

memenuhi kriteria berikut:

@ Piutang  Pendapatan  Hibah,  apabila  telah

diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH).

@ Piutang pendapatan Dana Darurat, diakui apabila

telah diterima alokasi Dana Darurat berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan.

Transfer antar pemerintahan baik transfer dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah ataupun dari pemerintah

provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kadang kala

jumlah yang ditetapkan dalam surat keputusan (Menteri

Keuangan/Gubernur) dengan jumlah yang ditransfer ke

Kas Daerah tidak sama, misalnya Bagi Hasil Pajak dan

Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil

Pajak Provinsi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu

mengatur  dalam  kebijakan  akuntansinya  tentang

perlakukan akuntansi khusus untuk transaksi piutang

transfer tersebut di atas.

b)  Piutang Lainnya

Piutang lainnya dikategorikan berdasarkan:

>Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah

memenuhi kriteria:

@ telah  ditandatanganinya  Surat  Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTM); atau

@ telah diterbitkan Surat Keputusan  Pembebanan

Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada

pihak yang dikenakan tuntutan Ganti  Kerugian
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Daerah.

Peristiwa lainnya

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

@ Pengakuan Uang Muka Belanja/Uang Muka yang

Harus Dipertanggungjawabkan, maka transaksi ini

akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas

dari bendahara pengeluaran  untuk  pembayaran

Uang Muka Belanja/Panjar Kegiatan.

@ Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang,

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang

pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran dilakukan  pada saat

pelaporan  per  tanggal  neraca,  dengan

menentukan  jangka  waktu  pengembaliannya

sesuai  dengan  perikatan  dan  atau  surat

ketetapannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal  yang  perlu  diungkapkan sehubungan  dengan

piutang, antara lain:

a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,

pengakuan, dan pengukuran piutang;

b) rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;

c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

d)dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah

sebagai jaminan.

Penghapustagihan Piutang

Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak

tertagih, oleh sebab itu penyisihan piutang tidak tertagih

menjadi penting.  Hal ini dilakukan agar nilai aset yang
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disajikan  secara  wajar  dalam  laporan  keuangan  dan

menghindari salah saji  material  sehingga mempengaruhi

keputusan pengguna laporan keuangan.

Penetapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan

berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

> Penilaian Kualitas Piutang

Penilaian  Kualitas  Piutang  dilakukan  dengan

mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- jatuh tempo Piutang; dan

- upaya penagihan.

> Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-

langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang

yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut:

@ kualitas lancar apabila  belum dilakukan  pelunasan

sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

@ kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1

(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama

tidak dilakukan pelunasan;

@ kualitas dlragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak

dilakukan pelunasan; dan

@ kualitas macet apabila:

- dalam jangka waktu 1  (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan;

atau

- piutang telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/Panitia Urusan

Piutang Daerah.
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Perhitungan Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut :

@ Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5%

(lima persen).

@ Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan

sebesar 10% (sepuluh persen).

@ Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar

50% (lima puluh persen).

@ Piutang Macet,  nilai penyisihannya ditentukan sebesar

100% (seratus persen)

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan

dengan cara :

@ Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu

sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

@ Penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write

down)

Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak

tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.

Aset adalah hak,  maka hapusnya hak tagih berarti

menghapus hak/piutang dari neraca. Dilain pihak upaya

penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai

kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh

karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan

ini  masih  dicatat  secara  ekstra  comptabel.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena

27



itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh sat

kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja y

bersangkutan  tidak  diperkenankan  menghapuskani

sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kriteria Penghapustagihan Piutang adalah sebagai berikut:

@ Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak ya

berutang kepada Negara, untuk menolong pihak beruta

dan keterpurukan yang lebih daiam.

@ Penghapustagihan  sebagai  suatu  sikap  menyejukka

membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoli

dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

>  Penghapustagihan  sebagai  sikap  berhenti  menagil

menggambarkan situasi  tak mungkin tertagih  melihi

kondisi pihak tertagih.

Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utan;

misalnya  penghapusan  denda,  tunggakan  bung

dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskedulling daj

penurunan tariff bunga kredit.

Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lair

gagal atau tidak mungkin diterapkan.

Penghapustagihan sesuai hokum perdata umumnya, hokum

kepailitan, hokum industry.

nghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus

giatan penagihan piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti

ngalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstra

nptable.

teria Penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

Penghapusbukuan harus memberi manfaat,  yang lebih

t>esar daripada kerugian penghapusbukuan.

@  Memberi  gambaran  obyektif  tentang  kemampuan
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keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

@ Memberi gambaran elcuitas lebih obyektif,  tentang

penurunan ekuitas.

@ Mengurangi  beban  administrasi/akuntansi,  untuk

mencatat  hal-hal  yang  tak  mungkin  terealisasi

tagihannya.

> Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hokum dari

penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu

sebelum  finalisasi  dan  diajukan  kepada  pengambil

keputusan penghapusbukuan.

> Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas

tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata

dan atau hapus buku (write off).  Pengambil keputusan

penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif  (tidak

berinisiatif),  berdasar  suatu  system nominasi  untuk

dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas

melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset  lancar  dalam bentuk barang  atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional  pemerintah  daerah,  dan  barang-barang  yang

dimaksudkan  untuk  dijual  dan/atau  diserahkan  dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

a) barang atau  perlengkapan (supplies)  yang digunakan

dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;

b) bahan  atau  perlengkapan  (supplies)  yang  digunakan

dalam proses produksi;

c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk

dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
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d)  barang yang disimpan untuk dijual  atau diserahkan

kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan

disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti

alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen

peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen

bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi  sendiri,

persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses

produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai

persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat meliputi:

a) persediaan bahan pakai habis;

b) persediaan bahan/material;

c) persediaan barang lainnya;

Pengakuan

Persediaan diakui:

@  pada  saat  potensi  manfaat  ekonomi  masa  depan

diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik

langsung maupun  tidak  langsung  bagi  kegiatan

operasional  pemerintah daerah berupa aliran pendapatan

atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

(biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat

diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang

persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan

secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral);
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pada  saat  diterima  atau  hak  kepemilikannya

dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran

Untuk  melakukan  pengukuran  atas  persediaan,  maka

pencatatan  persediaan  menjadi  pertimbangan  dalam

melakukan  pengukuran.  Pencatatan  persediaan  dapat

dilakukan dengan:

@ Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil

inventarisasi  fisik,  meliputi  persediaan  yang  nilai

satuannya relatif rendah dan perputarannya  cepat,

antara  lain  berupa  barang  konsumsi, barang pakai

habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.

@ Persediaan  dicatat  secara  perpetual  meliputi

persediaan  yang nilai  satuannya relatif tinggi  dan

perputarannya lambat,  antara lain berupa suku cadang

alat  berat,  barang  dalam proses/setengah jadi,

tanah/bangunan/barang  lainnya  untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat,  hewan dan tanaman,

untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan

yang sejenisnya.

Metode  periodik  adalah  metode  pencatatan  persediaan

dimana nilai  persediaan akan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik, sedangkan metode perpetual yang disebut

juga metode buku adalah sistem dimana setiap persediaan

yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan.
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Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan:

@ Harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang

persediaan yang dibeli terakhir kali) jika persediaan dicatat

secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

@ Metode  sistematis  FIFO  (First  In  First  Out)  jika

persediaan dicatat secara perpetual.  Metode sistematis

FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai

persediaan dknana persediaan yang pertama kali masuk

itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang

digunakan.

Penyajlan dan Pengungkapan

Pengungkapan  untuk  persediaan  di  dalam  laporan

keuangan, antara lain:

@ persediaan dengan kondisi  rusak  atau usang  tidak

dilaporkan dalam neraca,  tetapi  diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan;

@ persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki

proyek  swakelola  untuk  membangun  aset  tetap

dibebankan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila

sampai  dengan  tanggal  pelaporan  konstruksi  belum

terselesaikan.

b.  Aset Nonlancar

Aset  Nonlancar  diklasifikasikan menjadi  investasi  jangka

panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Secara

lebih rinci kebijakan akuntansi atas klasifikasi aset Nonlancar

dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan

untuk dimiliki lebih dari  12 (dua belas) bulan.  Investasi
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Jangka  Panjang terdiri  dari  Investasi  Permanen dan

Investasi Nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi

jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat

untuk memperjualbelikan  atau menarik kembali,  tetapi

untuk  mendapatkan  dividen  dan/atau  pengaruh  yang

signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan

kelembagaan. Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki  secara tidak

berkelanjutan.  Pengertian  tidak  berkelanjutan  adalah

kepemilikan investasi yang dimaksudkan untuk tidak

dimiliki  terus  menerus  atau  ada  niat  untuk

memperjualbelikan atau menarik kembali.

a) Investasi Permanen dapat berupa:

- Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  pada

perusahaan negara/daerah,  badan internasional  dan

badan  usaha lainnya yang bukan milik Negara. Jenis

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa

surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas

dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan

dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan

perseroan.

- Investasi  permanen  lainnya  yang  dimiliki  oleh

pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan

atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:

- pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang

yang  dimaksudkan untuk  dimiliki  sampai  dengan

tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah.
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- penanaman modal dalam proyek pembangunan yan

dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

- dana  yang  disisihkan  pemerintah  daerah  dalar

rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan moda

kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

- investasi  nonpermanen  lainnya,  yang  sifatnyi

tidak dimaksudkan untuk dirailiki pemerintah daeral

secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yan;

dimaksudkan untuk  penyehatan/penyelamatar

perekonomian.

Pengaknan

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebaga

berikut:

@ kemungkinan  manfaat  ekonomi  dan manfaat  sosial

atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu

investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

@ nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur

secara memadai [reliable).

'engakuan  untuk  hasil  investasi  dapat  dilakukan

engan cara sebagai berikut:

@  Hasil  investasi  berupa  dividen  tunai  yang

diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang

pencatatannya  menggunakan  metode  biaya,  dicatat

sebagai pendapatan hasil investasi.

@ Apabila  menggunakan  metode  ekuitas,  bagian  laba

berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah

dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi

nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham
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yang  diterima  tidak akan menambah nilai investasi

pemerintah.

Pengukuran

Terkait dengan pengukuran investasi jangka panjang maka

dapat dibedakan sesuai dengan sifat penanamannya adalah:

@ Investasi  permanen,  misalnya  penyertaan  modal

pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya

meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah

biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi

tersebut.

@ Investasi Nonpermanen

> Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan

investasi  yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki

berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

> Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan

perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan.  Untuk  penyehatan/penyelamatan

perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka

penyehatan perbankan.

> Dalam  bentuk  penanaman  modal  di  proyek-

proyek  pembangunan  pemerintah  daerah  dinilai

sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang

dikeluarkan dalam rangka

> penyelesaian  proyek  sampai  proyek  tersebut

diserahkan ke pihak ketiga.

> Apabila  investasi  jangka  panjang  diperoleh  dari

pertukaran  aset  pemerintah  daerah,  maka  nilai

investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah

sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi
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tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

> Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang

dibayar dengan mata uang asing yang sama harus

dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai

tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada

tanggal transaksi.

> Dana bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat

direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan

perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana

Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah

dengan pendapatan dana bergulir yang digulirkan lagi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi

selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo

sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan

atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan

penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi

(carrying value) tersebut.

Penilaian investasi  pemerintah dllakukan dengan tiga
metode yaitu:

@ Metode biaya jika kepemilikan kurang dari 20%

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat

sebesar  biaya  perolehan.  Penghasilan  atas  investasi

tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan

tidak mempengaruhi besarnya investasi  pada badan

usaha/badan hukum yang terkait.

@ Hetode ekuitas jika kepemilikan  lebih besar atau sama

dengan 20%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi

memiliki pengaruh yang signifikan.
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Dengan  menggunakan  metode  ekuitas  pemerintah

mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan

ditambah atau dikurangi  sebesar  bagian  laba  atau

rugi  pemerintah  setelah tanggal perolehan. Bagian laba

kecuali  dividen dalam bentuk  saham yang diterima

pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Penyesuaian terhadap nilai  investasi juga diperlukan

untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah,

misalnya adanya  perubahan  yang  timbul  akibat

pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

@  Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika

kepemilikan bersifat Nonpermanen

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan

terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual

dalam jangka waktu dekat.

Penyajian dan Pengungkapan

Investasi  Jangka Panjang  disajikan  dalam Neraca  dan

rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).  Perlu  diungkapkan  metode  penilaian  dan jenis

investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2) Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan

kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi

entitas yaitu :

a) Tanah

b) Peralatan dan Mesin
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c) Gedung dan Bangunan

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

e) Aset Tetap Lainnya

J) Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria

sebagai berikut:

a) berwujud;

b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal

entitas; dan

e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan asset tetap akan andal bila asset tetap telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada

saat penguasaannya berpindah, saat pengakuan asset akan

dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi

perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara

hukum.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang dimaksudkan

dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas

yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau

konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan

tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset
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tetap  dengan  menggunakan  biaya  perolehan  tidak

raemungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai

wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada

saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya

setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru,

suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar

bila biaya perolehan  tidak ada. Biaya perolehan suatu aset

tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk

bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang

membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.

PenyajJan dan Pengungkapan

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah

sebagai berikut:

@ Aset  tetap  yang  tidak  digunakan untuk  keperluan

operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi

aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya.

@ Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi

dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka

aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan

dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

@ Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

yang  memperpanjang  masa  manfaat  atau  yang

39



kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa

yang  akan  datang  dalam bentuk  kapasitas,  mutu

produksi,  atau  peningkatan  standar  kinerja,  dan

memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

@ Pemerintah  daerah  tidak  harus  menyajikan  aset

bersejarah (heritage  assets)  di  neraca  namun  aset

tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

@ Beberapa  aset  bersejarah juga  memberikan  potensi

manfaat lainnya  kepada  pemerintah  daerah  selain

nilai  sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah

digunakan untuk ruang  perkantoran.  Untuk  kasus

tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip- prinsip yang

sama seperti aset tetap lainnya.

@ Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas

harus dieliminasi dan Neraca dan diungkapkan dalam

Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Suatu  aset  tetap

dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset

secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak

ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi

aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang

tertera pada dokumen bukti pendukung.

@  Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset

tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila

terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali,

maka  aset  tetap  akan disajikan dengan penyesuaian

pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan dalam hal penyusutan aset tetap dapat diuraikan

sebagai berikut:
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a) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui

sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca

dan  menambah  beban  penyusutan  dalam  laporan

operasional.

b) Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai

metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode  penyusutan  yang  digunakan  harus  dapat

menggambarkan manfaat  ekonomi  atau  kemungkinan

jasa {service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

c) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus

ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar

dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang

dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa

manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap

dimaksud.

d) Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh

pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku,

dianggap  diperoleh  pada  awal  tahun  buku  yang

bersangkutan. Adapun Aset tetap yang diperoleh setelah

pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun,

dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

e) Metode  penyusutan  yang  dapat  digunakan  adalah

metode garis lurus (straight line method), metode saldo

menurun ganda (double declining balance method], metode

unit produksi (unit of production method). Pertimbangan

dalam memilih metode penyusutan yang akan diterapkan

antara lain mengikuti ketentuan pemerintah serta biaya

dan manfaat (cost and benefit).

f) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah

dan konstruksi dalam pengerjaan.
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Masa Manfaat Aset Tetap

42

Kodefikasi

1.3

1.3.2

1.3.2.01

1.3.2.02

1.3.2.03

1.3.2.04

1.3.2.05

1.3.2.06

1.3.2.07

1.3.2.08

1.3.2.09

1.3.2.10

1.3.2.11

1.3.2.12

1.3.2.13

1.3.2.14

1.3.2.15

1.3.2.16

1.3.2.17

1.3.2.18

1.3.2.19

1.3.2.20

1.3.2.21

1.3.2.22

1.3.2.23

1.3.2.24

1.3.2.25

1.3.2.26

Uraian

ASET TETAP
PeralatandanMesin

Alat-alatBerat

AlatAngkutanDaratBennotor

AlatAngkutanDaratTakBennotor

AlatAngkutApungBermotor

AlatAngkutApungTakBermotor

AlatAngkutBermotorUdara

AlatBengkelMesin

AlatBengkelTakBermesin

AlatUkur

AlatPengolahanPertanian

AlatPemeliharaanTanaman/Alat
PenyimpanPertanian

AlatKantor

AlatRumahTangga

PeralatanKomputer

MejadankursiKerja/RapatPejabat

AlatStudio

Alatkomunikasi

PeralatanPemancar

AlatKedokteran

AlatKesehatan

Unit-unitLaboratorium

AlatPeraga/PraktekSekolah
UnitAlatLaboratoriumFisika
Nuklir/Elektronika
AlatProteksiRadiasi/proteksiLingkungan

AlatLaboratoriumLingkunganHIdup

PeralatanLaboratoriumHidrodinamika

Masa
Manfaat
(Tahun)

10

5
2

10

2
20
10

5
5

4

4

5

5
4

5
5

5
10

5
5

10

10

15

10

10
15
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1.3.2.27

1.3.3

1.3.3.01

1.3.3.02

1.3.3.03

1.3.3.04

1.3.3.05

1.3.3.06

1.3.3.07

1.3.4

1.3.4.01

1.3.4.02

1.3.4.03

1.3.4.04

1.3.4.05

1.3.4.06

1.3.4.07

1.3.4.08

1.3.4.09

1.3.4.10

1.3.4.11

1.3.4.12

1.3.4.13

1.3.4.14

1.3.4.15

1.3.4.16

1.3.4.17

1.3.4.18

1.3.4.19

1.3.4.20

1.3.4.21

1.3.4.22

AlatKeamanandanPerlindungan

GedungdanBangunan

BangunanGedungTempatKerja

BangunanGedungTempatTinggal

BangunanMenara

BangunanBersejarah

TuguPeringatan

Monumen/BangunanBersejarah

Rambu-Rambu

Jalan,IrlgasidanJaringan

Jalan

Jembatan

BangunanAirIrigasi

BangunanAirPasangSurut

BangunanAirRawa
BangunanPengamanSungaidanPenanggulangan
BencanaAlam

BangunanPengembanganSumberAirdan
AirTanah

BangunanAirBersih/Baku

BangunanAirKotor

BangunanAir

InstalasiAirMinum/AirBersih

InstalasiAirKotor

InstalasiPengolahanSampah

InstalasiPengolahanBahanBangunan

InstalasiPembangkitListrik

InstalasiGarduListrik

InstalasiGas

InstalasiPengamanan

JaringanAirMinum

JaringanListrik

JaringanTelepon

JaringanGas

5

50

50

50
50
50
50

50

10

50

50
50

25

30

30

30

30

30
30
30
10

10

40

40

40

25

30
40

20

20



Terkait dengan aset tetap,  seringkali terjadi pengeluaran

setelah  perolehan  awal  suatu  aset  tetap  [subsequent

expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat

ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Jika hal ini

terjadi, maka pengeluaran tersebut harus

ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Batasan  jumlah  pengeluaran  yang  dapat  dikapitalisasi

[capitalization thresholds) ditentukan dengan

mempertimbangkan  kondisi keuangan dan operasionalnya,

namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf

49).

Kebijakan  Kapitallsasi  Aset  Tetap  pada  pemerintah

daerah  dapat mengacu pada Pasal 3 Ketentuan Menteri

Keuangan No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi

Barang Milik Kekayaan Negara (BMKN), sebagai berikut:

a) pengadaan Tanah

Pengeluaran  untuk pengadaan  tanah meliputi  biaya

pembebasan,  pembayaran  honor  tim,  biaya

pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan

pengurugan.

b) pembelian Peralatan dan Mesin sampai siap pakai

Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai

siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya

asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji

coba.

c) pembuatan Peralatan dan Mesin serta Bangunan

- Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin

dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak
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berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,

dan jasa konsultan;

- Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin

dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola

berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap

pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja,

sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan

biaya perizinan.

d) pembangunan Gedung dan Bangunan

- Pengeluaran  untuk  pembangunan  gedung  dan

bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa

pengeluaran nilai kontrak,  biaya  perencanaan  dan

pengawasan,  biaya

perizinan,  jasa  konsultan,  biaya  pengosongan

dan pembongkaran bangunan lama;

- Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan

secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak

langsung sampai siap  pakai  meliputi  biaya  bahan

baku,  upah  tenaga  kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya

pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

e) pembangunan Jalan/Irigasi/ Jaringan

- Pengeluaran  untuk  pembangunan  jalan/irigasi/

jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai

kontrak,  biaya perencanaan dan pengawasan,  biaya

perizinan, jasa konsultan,  biaya  pengosongan  dan

pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang

diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- Pengeluaran  untuk  pembangunan  jalan/irigasi/

jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa
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biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai

meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan,  biaya  pengosongan  dan  pembongkaran

bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan

untuk keperluan pembangunan.

f) pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai

siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan

biaya asuransi.

g) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya

- Pengeluaran  untuk  pembangunan/pembuatan  Aset

Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa

nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan

biaya perizinan.

- Pengeluaran  untuk  pembangunan/pembuatan  Aset

Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa

biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai

meliputi biaya

bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa

konsultan.

> Nilai satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah

pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai asset

tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, pengeluaran

untuk persatuan peralatan dan serta pengeluaran untuk

gedung dan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati

tentang Kapitalisasi.

> Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset tetap dikecualikan

terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan
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asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

> Pengeluaran yang sifatnya rutin dan berkala  untxik

memperbaiki/memelihara  aset  tetap  dalam  kondisi

normalnya termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku

cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah

kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun

nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi.

> Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal

jika :

a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan

aset tetap atau aset lainnya;

b) Pengeluaran  tersebut  melebihi  batasan  minimal

kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan;

c) Perolehan  aset  tetap  tersebut  bukan  untuk

dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan  kepada

pihak ketiga.

> Suatu pengeluaran belanja barang habis pakai dan belanja

modal  dikapitalisasikan  menjadi  aset jika memenuhi

seluruh kriteria berikut:

a)Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua

belas) bulan.

b)Perolehan barang tersebut untuk operasional  dan

pelayanan, serta tidak untuk dijual.

c)Pengeluaran melebihi batas minimal kapitalisasi aset

tetap yang ditetapkan

>Pencatatan dan pengungkapan pengeluaran belanja barang

habis pakai dan belanja modal jika tidak memenuhi kriteria

batasan minimal kapitalisasi aset tetap tetapi barang

tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12

(dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional

pemerintahan serta tidak untuk dijual, maka dicatat dan
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disajikan pada LRA sebagai belanja barang dan dicatat

dalam buku inventaris.

> Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan, dan perbaikan akan

dikapitalisasikan menjadi aset tetap jika memenuhi kriteria

sebagai berikut :

(a)Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

@ Bertambah nilai ekonomis; dan atau

@ Bertambah umur ekonomis; dan atau

@ Bertambah volume; dan atau

@ Bertambah kapasitas produksi.

(b)Pengeluaran melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap

yang ditetapkan untuk gedung dan bangunan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.  Pembentukan maupun

peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah,

sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan

yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk

pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau

gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari

satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan,

maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasiiikasi

dari Kas ke Dana Cadangan.
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Pengukuran

@ Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari

Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

@ Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang

bersangkutan.

@ Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan

yang bersangkutan.

@ Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan

di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset

Nonlancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat

sebagai Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA, kemudian ditambahkan

dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana

Cadangan  dengan nilai  sebesar  hasil  yang  diperolah  dari

pengelolaan tersebut.  Hal ini juga perlu diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset

tak berwujud, lagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak

ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Dengan

demikian, Aset Lainnya terdiri dari :

a) Tagihan Jangka Panjang;

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga :
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>Aset Kerjasama/Kemitraan

>Bangunan Guna Serah (BGS)

>Bangunan Serah Guna (BSG)

>Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

>Sewa

>Masa Kerjasama/ Kemitraan

Pengakuan

>Aset  Kerjasama/Kemitraan  diakui  pada  saat  terjadi

perjanjian  kerjasama/kemitraan  dengan  perubahan

klasifikasi  asset  dari  asset  tetap  menjadi  asset

kerjasama/ kemitraan.

>Aset  Kerjasama/kemitraan berupa  Gedung  dan/atau

sarana berikut fasilitasnya dalam rangka kerjasama BSG,

diakui  pada  saat  pengadaan/pembangunan Gedung

dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap

digunakan.

>Setelah  masa  perjanjian  kerjasama  berakhir,  asset

kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas

fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang.

>Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya

kepada  Pengelola  Barang  dilaksanakan  setelah

berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara

serah terima barang.

>Setelah  masa  pemanfaatan  berakhir,  tanah  serta

bangunan  dan  fasilitas  hasil  kerjasama/kemitraan

ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

>Klasifikasi asset hasil kerjasama/kemitraan berunah dari

Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah

berakhirnya perjanjian  dan  telah  ditetapkan status

penggunaannya oleh Kepala Daerah.
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Pengukuran

>Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk

diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus

dicatat sebagai asset kerjasama/kemitraan sebesar nilai

bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar

pada saat perjanjian.

>Dana  yang  ditanamkan  Pemerintah  Daerah  dalam

Kerjasama/Kemitraan  dicatat  sebagai  penyertaan

Kerjasama/ Kemitraan. Disisi lain, investor mencatat dana

yang diterima ini sebagai kewajiban.

>Aset  hasil  kerjasama yang telah diserahkan kepada

pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah

ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai

bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat

asset tersebut diserahkan.

Penyajlan dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan sebagai asset lainnya,

sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk asset,

pengungkapan berikut harus dibuat:

>Klasiiikasi asset yang membentuk asset kerjasama.

>Penetuan biaya perolehan asset kerjasama/kemitraan.

>Penentuan depresiasi/penyusutan asset

Setelah asset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, asset

hasil kerjasama disajikan dalam klasiiikasi asset tetap.

5) Aset Tidak Berwujud

Jenis aset Tak berwujud :

>Goodwill

>Hak Paten dan Hak Cipta

>Royalti
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>Software

>Lisensi

>Hasil kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka

panjang

>Aset Tak berwujud lainnya

>Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat

dibuktikan  bahwa  aktivitas/kegiatan  tersebut  telah

memenuhi :

@Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan

@Kriteria pengakuan

-Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di

masa dating yang diharapkan atau jasa potensial yang

diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan

mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;dan

-Biaya perolehan atau nilai  wajarnya dapat diukur

dengan andal.

Pengukuran

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu

harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu

Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset

Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang

diharapkan dimasa dating dan jasa potensial yang melekat

pada set tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas

tersebut.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali

atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak

terbatas.

Biaya  untuk  memperoleh  Aset  Tak  Berwujud  dengan
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pembelian terdiri dari :

@ Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak,

setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

dan

@ Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

dalam membawa asset tersebut ke kondisi  yang

membuat  asset  tersebut  dapat  bekerja  untuk

penggunaan yang dimaksudkan.

Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tidak Berwujud disajikan sebagai  bagian dari Aset

Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan antara lain :

?Masa Manfaat dan metode amortisasi;

>Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa

Aset Tak Berwujud; dan

>Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal

dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan

Aset Tak Berwujud.

6) Aset Lain-lain.

Aset Iain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak

dapat dikelompokan dalam Aset Tak Berwujud

Pengakuan

Aset  Iain-lain diakui  pada  saat  dihentikan dari penggunaan

aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam asset Iain-lain.

Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan

aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut

nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi asset

tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan asset tetap.

Proses penghapusan terhadap asset lain-lain dilakukan paling
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lama 12 bulan sejak reklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut

ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan

Aset  lainnya disajikan  dalam Neraca  pada  kelompok Aset

Nonlancar. Rinciannya  dijelaskan  dan  diungkapkan  dalam

Catatan  atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang perlu

diungkapkan antara lain adalah factor-faktor yang menyebabkan

dilakukannya penghentian penggunaan, jenis asset tetap yang

dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

2.  Kebtfakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Kebijakan akuntansi kewajiban akan mengatur hal-hal

yang terkait  dengan kewajiban.  Dalam konteks  pemerintahan,

kewajiban muncul antara lain karena:

a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional;

b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;

c. kewajiban  kepada  masyarakat  luas  yaitu  kewajiban

tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari

wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan

d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam  neraca  pemerintah  daerah,  kewajiban  disajikan

berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar ,

yaitu:

a.  Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
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Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

1)  Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang

PFK, merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain

yang disebabkan  kedudukan  pemerintah  daerah  sebagai

pemotong  pajak  atau  pungutan  lainnya,  seperti  Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  iuran

Askes,  Taspen,  dan  Taperum. Potongan  PFK tersebut

seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq.

pendapatan  pajak,  PT Taspen, Bapertarum,  dan  PT

Askes)  sejumlah  yang  sama  dengan  jumlah  yang

dipungut/dipotong.

Pengakuan

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh

Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dan kas

daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan

pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang

modal.

Pengukuran

Nilai  yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini

adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi

oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)  belum disetorkan

kepada yang berkepentingan.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus

segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini

disajikan di neraca  dengan  klasifikasi/pos  Kewajiban

Jangka  Pendek.  Pada akhir periode pelaporan jika masih
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terdapat saldo pungutan/ potongan yang belum disetorkan

kepada pihak lain harus dicatat pada  laporan  keuangan

sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2)  Utang Bunga ( Accrued Interest)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus

dibayarkan kepada  pemegang  surat-surat  utang  karena

pemerintah mempunyai  utang jangka pendek yang antara

lain berupa Surat Perbendaharaan Negara,  utang jangka

panjang  yang  berupa utang luar negeri, utang  obligasi

negara,  utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang

jangka  panjang  lainnya. Termasuk dalam kelompok utang

bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul

sehubungan dengan  beban atas pokok  dana yang  telah

disepakati  dan disediakan  61eh kreditur  tetapi  belum

ditarik oleh debitur.

Pengakuan

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang

berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah

terjadi dan belum dibayar,  pada dasarnya berakumulasi

seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan

diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Nilai  yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini

adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang

telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran

kewajiban  tersebut  pada  naskah  perjanjian  pinjaman

biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu

yang telah disepakati oleh para pihak.
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Penyajian dan Pengungkapan

Utang  bunga  maupun  commitment  fee  merupakan

kewajiban jangka  pendek atas pembayaran bunga sampai

dengan  tanggal pelaporan. Rincian  utang bunga maupun

commitment  fee untuk masing-masing  jenis  utang

diungkapkan  pada  Catatan  atas Laporan  Keuangan

(CaLK).  Utang  bunga  maupun  utang commitment fee

diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3)  Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian

utang jangka panjang baik pinjaman dari  dalam negeri

maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan

akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca.

Pengakuan

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman

jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah  tanggal  neraca  pada  setiap  akhir

periode  akuntansi, kecuali  bagian  lancar utang jangka

panjang yang akan didanai kembali. (PSAP 09 paragraf 14).

Termasuk dalam Bagian Lancar  Utang Jangka Panjang

adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya

telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban

jangka pendek [payable on demand). (PSAP 09 paragraf 17).

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di  neraca untuk bagian lancar

utang jangka  panjang adalah sebesar jumlah yang akan

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca.  Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi
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karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di nerac

adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta dene

dan  kewajiban  lainnya yang harus ditanggung ole

peminjam sesuai peijanjian.

Penyajian dan Pengungkapan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraci

sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lanca

Utang  Jangka  Panjang  untuk  masing-masing  jeni;

utang/pemberi pinjaman diungkapkan dalam CaLK.

4)  Pendapatan Dlterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul

karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan

tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum

diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat kas telah

diterima dari  pihak  ketiga tetapi belum ada penyerahan

barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran

Nilai  yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini

adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan

oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan

tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban

jangka pendek  di  neraca.  Rincian  Pendapatan  Diterima
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Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

5)  Utang Beban;

Utang  Beban  adalah  utang  pemerintah  daerah  yang

timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang

atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan

dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan

belum dilakukan pembayaran.  Dalam  klasifikasi  utang

beban  ini  termasuk di  dalamnya  adalah utang kepada

pihak ketiga (Account Payable).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi
karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan

sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  tetapi

sampai

dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) Pihak  ketiga  memang  melaksanakan  praktik

menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan

penagihan di belakang.  Sebagai  contoh,  penyediaan

barang  berupa  listrik, air PAM, telpon oleh masing-

masing perusahaan untuk suatu bulan dan baru ditagih

oleh yang  bersangkutan  kepada entitas selaku

pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas

atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut

telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita

acara kemajuan  pekerjaan/serah  terima,  tetapi

sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan

perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum

dibayar.
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Pengakuan

Utang  Beban  diakui  pada
saat:

@ beban secara peraturan perundang-undangan sudah

terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum

dibayar.

@ terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam

bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah

daerah terkait penerimaan  barang/jasa  yang  belum

diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

@ barang  yang  dibeli  sudah  diterima  tetapi belum

dibayar atau pada  saat  barang  sudah  diserahkan

kepada  perusahaan  jasa  pengangkutan  (dalam

perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum

dibayar.

Pengukuran

Nilai  yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini

adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah

daerah sesuai  perjanjian atau perikatan sampai  dengan

tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan

Utang  Beban  disajikan  pada  Neraca  dalam klasifikasi

kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6)  Utang Jangka Pendek Lalnnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka

pendek yang tidak dapat diklasiflkasikan dalam kewajiban

jangka pendek seperti pada akun di atas.
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Pengakuan

Utang  Jangka  Pendek  Lainnya  diakui  pada  saat

terdapat/timbul klaim  kepada  pemerintah daerah terkait

kas yang telah diterima tetapi  belum ada pembayaran/

pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran

Nilai  yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini

adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai

dengan tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban

jangka pendek di Neraca. Rinciann y a diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b.  Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari

pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka

panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu

jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang

termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

1) Utang Dalam Negeri;

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah

daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan

diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya
adalah:

a) Utang Dalam Negeri - sektor perbankan

b) Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan non bank

61



c) Utang Dalam Negeri - obligasi

d) Utang kepada Pemerintah Pusat

e) Utang kepada Pemerintah Provinsi

f) Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

Sepanjang tidak diatur  secara khusus dalam perjanjian

pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima

di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga

atas utang obligasi diakui  sejak saat penerbitan utang

obligasi  tersebut, atau sejak tanggal  pembayaran bunga

terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuian

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian

merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang

disediakan oleh pemberi  pinjaman.  Penerima  pinjaman

belum  tentu  menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut,

sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk

utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah

ditarik  oleh  penerima  pinjaman. Dalam perkembangan

selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi

jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan  dalam

neraca adalah  sebesar  total  penarikan dikurangi dengan

pelunasan.

Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah

premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun

terpisah.  Nilai  nominal  Utang  Obligasi  tersebut

mencerminkan  nilai  yang tertera  pada  lembar  surat

utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan
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dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang Dalam Negeri  disajikan sebagai kewajiban jangka

panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

2)  Utang Luar Negeri

Pasal 3  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2006

tentang Tata  Cara  Pengadaan  Pinjaman  dan/atau

Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan

pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam

bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk

melakukan pinjaman luar negeri. Pasal 20 ayat (1) dan (3)

menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat  menerima

sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan

pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Pengakuan

Sesuai dengan PSAP  9 paragraf 21  disebutkan bahwa

kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau

pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran

Sesuai paragraf 32 PSAP 9,  Utang dicatat sebesar nilai

nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar

(kurs tengah Bank Indonesia)  pada tanggal neraca. Nilai

nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah

daerah pada saat pertama kali  transaksi  berlangsung

seperti  nilai  yang  tertera  pada  lembar surat utang

pemerintah daerah.  Aliran ekonomi setelahnya,  seperti
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transaksi  pembayaran,  perubahan penilaian  dikarenaka

perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selai

perubahan  nilai  pasar,  diperhitungkan  denga:

menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat {carryini

amount).  Nilai  tercatat adalah nilai  buku utang yanf

dihitung dari

nilai  nominal  setelah  dikurangi  atau  ditambar

diskonto  atau premium yang belum diamortisasi. Hal-hal

yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos  Neraca

yaitu  rincian  dari  masing- masing  jenis utang (apabila

rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya

dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga,  amortisasi

diskonto/premium, dan selisih kurs utang  dalam valuta

asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal

Neraca.

))  Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang

yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri

dan Utang Luar  Negeri,  misalnya  Utang Kemitraan yang

merupakan utang yang  berkaitan  dengan adanya

kemitraan  pemerintah  dengan pihak ketiga dalam bentuk

Bangun Serah Kelola (BSK).

Bangun Serah Kelola (BSK) merupakan pemanfaatan aset

pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak

ketiga/investor  tersebut  mendirikan bangunan  dan/atau

sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset

yang dibangun tersebut  kepada  pemerintah daerah untuk
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dikelola  oleh  mitra sesuai  dengan tujuan pembangunan

aset  tersebut.  Penyerahan aset oleh pihak

ketiga/investor kepada  pemerintah  disertai dengan

pembayaran kepada investor  sekaligus atau secara bagi

hasil.  Utang Kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila

pembayaran  kepada investor dilakukan secara angsuran

atau secara  bagi  hasil  pada  saat  penyerahan  aset

kemitraan.  Utang Kemitraan disajikan pada Neraca sebesar

dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset

tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil,

utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan

investor setelah dikurangi  dengan nilai  bagi hasil  yang

dibayarkan.

Pengakuan

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh

pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk  selanjutnya

akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengukuran

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati

dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum

dibayar.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang  kemitraan  disajikan  dalam  Neraca  dengan

klasifikasi/pos  Utang  Jangka  Panjang.  Rincian  Utang

Kemitraan untuk masing-  masing  perjanjian kerjasama

diungkapkan dalam CaLK.

65



3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal

laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL

mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan

Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan,

dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA

Ekuitas untuk Dikonsolidasikandigunakan untuk mencatat reciprocal

account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain

Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas  tergantung dari saat  pengakuan

aset  dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas tergantung dari  pengukuran atas

aset  dan kewajiban.

Penyajlan dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA merupakan  semua  penerimaan  Rekening  Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah

daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
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Pengakuan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)

No.  02 menyatakan  bahwa  pengakuan  Pendapatan-LRA

ditentukan  oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang

otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD)  sebagai  salah  satu  tempat  penampungannya.  Dengan

demikian, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima

pada RKUD sebagaimana paragraph 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP

No. 71 Tahun 2010 dan paragraf 22 PSAP No. 02

Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 perlu diinterpretasikan,  sehingga

Pendapatan-LRA sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai

berikut:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b. Kas  atas  pendapatan  tersebut  telah  diterima  oleh

Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum

disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan

tersebut merupakan bagian dari BUD.

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan

digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas

penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

d. Kas  atas  pendapatan  yang  berasal  dari  hibah  langsung

dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran

entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD.

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas

pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan

BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuian

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan  penerimaan  bruto,  dan  tidak mencatat jumlah
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netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka

asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan

basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.  Rinciannya

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan  pendapatan  tahun  berkenaan  setelah  tanggal

berakhirnya tahun anggaran.

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan

yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

c. Penjelasan sebab-sebab  tidak  tercapainya  target

penerimaan pendapatan daerah.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.  Kebyakan Akuntansi Belaqja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangi  Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun

2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010

dan telah dinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja
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ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang

otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui

pada saat:

a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari

RKUD.

b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh

Bendahara  Pengeluaran  dan  pertanggungjawaban  atas

pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan.

c. Kas  yang  dikeluarkan  untuk  belanja  yang  digunakan

langsung  oleh  satker/SKPD,  dimana  pendapatan  yang

digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke

RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD.

d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang

berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat

entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pengukuran

Belanja  dilaksanakan  berdasarkan  azas  bruto  dan  diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi  Anggaran (LRA).

Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK).

b. Belanja  disajikan  dalam  mata  uang  rupiah.  Apabila

pengeluaran  kas atas belanja dalam mata uang asing, maka

pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang

rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs
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tengah Bank Indonesia pada tanggal txansaksi.

c.  Perlu  diungkapkan  juga  mengenai  pengeluaran  belanja

tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran,

penjelasan  sebab-sebab  tidak terserapnya anggaran  belanja

daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

6.  Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer  merupakan  pengeluaran  uang  dari  provinsi  kepada

kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana

Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Transfer terdiri dari:

a. Transfer Bag! Hasil Pendapatan

Transfer  Bagi  Hasil  Pendapatan  merupakan  dana  yang

dialokasikan  kepada daerah  berdasarkan angka  persentase

tertentu  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dari  suatu

pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan

kepada pemerintah  daerah  lainnya yang digunakan untuk

pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang

bersifat  umum maupun bersifat  khusus termasuk bantuan

keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan

Transfer  diakui  pada saat  dikeluarkannya kas dari  Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran

Transfer  dilaksanakan  berdasarkan  azas  bruto  dan  diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah.
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Penyajian dan Pengungkapan

Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) denga

klasifikasi  Transfer  dan  disajikan  setelah  klasifikasi  Belanjc

Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7. Keb^jakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan [financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibaya

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bail

pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggarar

berikutnya, yang  dalam  penganggaran  pemerintah  daeral

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkar

surplus anggaran.

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan

pinjaman,  penjualan  obligasi  pemerintah,  hasil  privatisasi

perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang

diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen

lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada

pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali

pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan

pembentukan dana cadangan.

Pengaknan

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I 8s Paragraf 52 PSAP Lamp. II PP

71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada

Rekening Kas Umum Negara/Daerah.  Berdasarkan IPSAP Nomor
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03  Tahun  2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi

berikut:

a. penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;

b. penerimaan  pembiayaan  pada  rekening  khusus,  yang

dibentuk untuk menampung transaksi  pembiayaan yang

bersumber dari utang;

c.pencairan  oleh  pemberi  pinjaman  atas  perintah

BUN/BUD  untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain

terkait  atas  dana  pinjaman  yang  dianggarkan  sebagai

pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02

Lamp. II PP 71/ 2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat

dikeluarkan dari Rekening Kas  Umum Negara/Daerah.  Sesuai

dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan

mencakup transaksi berikut:

- pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;

- pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh

BUD.

Pengukuran

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan

pengeluaran.  Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat  jumlah  netonya  (setelah  dikompensasikan  dengan

pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO diklasifikasikan

menurut  sumber  pendapatan.  Klasifikasi  menurut  sumber

pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal

dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli  daerah,  pendapatan

transfer,  dan  Iain-lain  pendapatan yang sah.  Masing-masing

pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan

1) Pendapatan-LO  yang  diperoleh  berdasarkan  peraturan

perundang- undangan  dan  sebagai  imbalan  atas suatu

pelayanan  yang  telah selesai diberikan diakui pada saat

timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;

2) Dalam  hal  badan layanan umum,  pendapatan  diakui

dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur

mengenai badan layanan umum.

b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk

sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang

telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu

adanya penagihan.

Dengan dasar tersebut di atas maka pengakuan Pendapatan-LO

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a.  Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO  diakui  sebelum  penerimaan  kas  dapat
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dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah

terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah

dan peneritnaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan

dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit

dokumen penetapan (misalnya SKP-

D/SKRD/Perpres/Permenkeu/Pergub)  walaupun  kas  belum

diterima, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Izin

Trayek pendapatan dana perimbangan.

b.  Pendapataan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

Penetapan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat

dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah

tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan

daerah  dan  penerimaan  kas  daerah.  Dengan  demikian,

pendapatan LO diakui

pada saat kas diterima  dan terbitnya dokumen  penetapan,

misalnya pajak hotel dan restoran dan retribusi jasa usaha.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan LO yang

bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas

transaksi dengan kriteria:

@ Waktu timbulnya hak tidak berselang lama (range 30 hari)

dengan  penerimaan  kas.  Hal  ini  untuk  kepraktisan

(pertimbangan biaya dan manfaat).

@ Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak

diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

@ Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule

piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian

di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut

tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak

bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda

tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

74



Ditinjau dari  azas manfaat dan biaya,  transaksi  ini  akan

memberikan manfaat apabila diakui secara bersamaan.

c.  Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi

perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan

penerimaan kas daerah,  dimana kas telah diterima terlebih

dahulu,  namun  dokumen  penetapan  pendapatan  belum

diterbitkan,  maka Pendapatan-LO  diakui  pada  saat  terbit

dokumen penetapan, misalnya pajak kendaraan bermotor.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO  disajikan  dalam  Laporan  Operasional  (LO).

Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan

Keuangan (CaLK).

9.  Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban dapat diakui dengan kriteria:

a.  Saat timbulnya kewajiban

adalah  saat  terjadinya  peralihan  hak  dari  pihak lain  ke

pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum

daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik
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yang belum dibayar pemerintah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada

puhak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode

periodik)  dan/atau  konsumsi  aset  nonkas  dalam  kegjatan

operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).

c. Saat terjadinya penurunan man&at ekonomi atau potensi jasa

adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan

aset bersangkutan/berlalunya  waktu.  Contoh  penurunan

manfaat  ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau

amortisasi.

Dengan  kriteria  di  atas  maka  kebijakan  akuntansi  untuk

pengakuan beban dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan

waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas,

dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka

kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan

pada  saat  terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban

walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini

misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang dan

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Hal ini selaras dengan kriteria

telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi

yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi

kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum

dilakukan pengeluaran kas.

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak

terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah

dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan
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dengan  saat  pengeluaran kas.  Kebijakan akuntansi  terkait

pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini

dapat juga dilakukan atas txansaksi dengan kriteria:

@ Waktu timbulnya kewajiban tidak berselang lama (range

30 hari) dengan pengeluaran kas. Hal ini untuk kepraktisan

(pertimbangan biaya dan manfaat).

@ Dokumen  timbulnya  kewajiban  sulit,  tidak  diperoleh

atau tidak diterbitkan, misalnya beban listrik dan telepon.

@ Sistem atau  administrasi  utang  harus  memadai,  hal

ini  terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.

Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak

diperkenankan  untuk  mengakui  kewajiban  bersamaan

dengan pengeluaran kas, karena ada risiko pemda tidak

mengakui adanya utang di akhir tahun.

Ditinjau dari  azas manfaat dan biaya,  transaksi  ini  akan

memberikan manfaat apabila diakui secara bersamaan.

c.  Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi

perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan

pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah

dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi

pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa

dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.  Pada saat

pengeluaran  kas  mendahului  dari  saat  barang atau jasa

dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai

Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai

Beban Dibayar diMuka (akun neraca).

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

a.  harga perolehan atas barang/jasa atau nilai  nominal  atas
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kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat

ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan

mata uang rupiah.

b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi

jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).  Rincian dari

Beban dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

10. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan

tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan

keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya,  sedangkan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan

yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

a. keterlambatan  penyampaian  bukti  transaksi  oleh  pengguna

anggaran,

b. kesalahan perhitungan matematis,

c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan

akuntansi,

d. kesalahan interpretasi fakta,

e. kecurangan, atau

f. kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua)
jenis:

a.  Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan  berulang  dan  sistemik  adalah kesalahan  yang
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disebabkan sifat  alamiah (normal)  dari jenis-jenis transaksi

tertentu  yang  diperkirakan  akan  terjadi  secara  berulang.

Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang

seringkali memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi

atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Berdasarkan SAP,

jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini,

tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas

untuk  mengembalikan  kelebihan/kekurangan  pendapatan

dengan mengurangi/menambah  Pendapatan-LRA  maupun

Pendapatan-LO yang bersangkutan.

b.  Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada

periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun

yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang

bersangkutan  dalam periode  berjalan,  baik pada  akun

Pendapatan-LRA  atau  akun  Belanja,  maupun  akun

Pendapatan-LO atau akun Beban.

2) Kesalahan tidak berulang  yang  terjadi  pada  periode

sebelumnya Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang

terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi

posisi kas, apabila laporan keuangan  periode  tersebut

belum  diterbitkan,  dilakukan  dengan pembetulan  pada

akun yang bersangkutan,  baik pada akun Pendapatan-

LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau

akun Beban.

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
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dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:

a) Kesalahan tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan

dilakukan pada akun-akun neraca terkait.

b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban

sehingga  mengaMbatkan  penerimaan  kembali

belanja/beban dan menambah posisi Kas, pembetulan

dilakukan  pada  akun  Pendapatan  Lain-lain-

LRA/Pendapatan Lain-lain-LO.

c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran

Belanja/Beban sehingga  mengakibatkan penambahan

belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, pembetulan

dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun

Ekuitas.

d) Koreksi kesalahan atas penerimaan

Pendapatan- LRA/Pendapatan-LO  yang  menambah

maupun mengurangi

e) posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun

Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun Ekuitas.

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

80

ASUS
Typewritten text
TTD


